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KEPUTUSAN CAMAT NGUNTORONADI NOMOR : 188/12/Kept/403.417/2026

TENTANG
PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN (SP) NOMOR 188/20/KEPT/403.417/2023
KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN CAMAT NGUNTORONADI

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, transparan, terukur dan akuntabel sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan	masyarakat,	perlu	dilakukan penyempurnaan Standar Pelayanan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;
b. bahwa Standar Pelayanan Kecamatan Nguntoronadi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Nguntoronadi Nomor 188/20/Kept./403.417/2023 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan;
c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Nguntoronadi Kabupaten Magetan tentang Perubahan  Standart  Pelayanan  (SP)  Kecamatan
Nguntoronadi Kabupaten Magetan;

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun
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	2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
8. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

	
	
	MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	

	PERTAMA
	:
	Merubah dan menyesuaikan Standar Pelayanan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Camat Nguntoronadi Kabupaten
Magetan.

	KEDUA
	:
	Standar	Pelayanan	sebagaimana	dimaksud	dalam Diktum KESATU meliputi :
I. Ruang Lingkup Penyelenggara Pemerintahan terdiri atas
a. Penerbitan Izin
· Mengetahui Izin Keramaian
b. Legalisasi dan Surat Keterangan.
· Pengesahan Administratif Surat Keterangan Ahli Waris
· Pengesahan Administratif Surat Pengantar SKCK
· Pengesahan Administratif Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
· Pengesahan Administratif Dokumen Umum lainnya
c. Penerbitan rekomendasi atau surat pengantar numpang nikah serta dispensasi nikah bagi yang membutuhkan.
d. Rekomendasi proposal bantuan sosial dan pelayanan terkait pemberdayaan Masyarakat.
II. Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Nguntoronadi sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA meliputi :
Service Delivery:
1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. Jangka waktu pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
Manufacturing:
1. Dasar hukum
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
3. Kompetensi pelaksana




	
	
	4. Pengawasan internal
5. Jumlah pelaksana
6. Jaminan pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
8. Evaluasi kinerja pelaksana

	KETIGA
	:
	Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

	KEEMPAT
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

	KELIMA
	:
	Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, Maka Surat Keputusan Camat Nguntoronadi Nomor : 188/20/Kept/ 403.417/2023 tentang Standar Pelayanan Pada OPD Kecamatan  Nguntoronadi  dinyatakan  dicabut  dan  tidak
berlaku.
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CAMAT NGUNTORONADI
AGUNG SETYA NUGROHO


LAMPIRAN	: Keputusan Camat Nguntoronadi NOMOR	: 188/12/Kept/403.417/2026 TANGGAL	: 02 Juni 2026


PELAYANAN MENGETAHUI IZIN KERAMAIAN
A. SERVICE DELIVERY
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan
	1. Surat permohonan mengetahui izin keramaian dari pemohon.
2. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah.
3. Fotokopi KTP pemohon.
4. Fotokopi Kartu Keluarga (apabila diperlukan).
5. Proposal atau susunan acara kegiatan.
6. Denah lokasi kegiatan (apabila diperlukan).
7. Persetujuan lingkungan atau pihak terkait apabila dipersyaratkan.
8. Persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

	2
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan.
2. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas.
3. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Apabila lengkap dilakukan verifikasi.
5. Camat atau pejabat yang berwenang memberikan paraf dan tanda tangan.
6. Dokumen diserahkan kepada pemohon.

	3
	Jangka	Waktu
Penyelesaian
	Maksimal 15 (lima belas) menit sejak persyaratan
dinyatakan lengkap.

	4
	Biaya/Tarif
	Gratis (Tidak dipungut biaya).

	5
	Produk Pelayanan
	Surat permohonan izin keramaian yang telah diketahui/direkomendasikan oleh Camat.atau Kasi
Trantib

	6
	Penanganan Pengaduan, Saran	dan Masukan
	Langsung: Loket Pengaduan Kecamatan Nguntoronadi, Tidak langsung:
· Website Kecamatan Nguntoronadi,
· Email resmi Kecamatan;
· Kotak Pengaduan;
· Telepon Kecamatan
· Pengaduan diverifikasi dan ditindaklanjuti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima.



B. MANUFACTURING
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

	
	
	6. Keputusan Bupati Magetan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
(apabila masih berlaku atau penggantinya).

	2
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	Komputer, printer, scanner, jaringan internet, meja pelayanan, ruang tunggu, AC, CCTV, papan informasi,
ruang laktasi, toilet, fasilitas disabilitas, tempat parkir, telepon, arsip, ATK.

	3
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memahami administrasi pemerintahan,
2. Mampu mengoperasikan komputer,
3. Memahami tata naskah dinas,
4. Memahami ketentuan pelayanan publik,
5. Mampu berkomunikasi dengan baik.

	4
	Pengawasan Internal
	Dilaksanakan oleh Camat, Sekretaris Kecamatan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
secara berjenjang.

	5
	Jumlah Pelaksana
	3(tiga) orang, terdiri atas:
· Petugas penerima berkas;
· Petugas verifikasi.
· Pejabat penandatangan.

	6
	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan cepat, tepat, mudah dan profesional.
2. Pelayanan ramah, sopan dan tidak diskriminatif.
3. Informasi diberikan secara benar, lengkap dan transparan.
4. Seluruh pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan Maklumat
Pelayanan.

	7
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan
	Keamanan dokumen pemohon dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan. Pelayanan dilakukan sesuai Maklumat Pelayanan Kecamatan
Nguntoronadi.



	8
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala.
2. Monitoring dan evaluasi oleh atasan langsung.
3. Evaluasi berdasarkan pengaduan masyarakat.
4. Rapat evaluasi pelayanan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester.



PELAYANAN MENGETAHUI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
A. SERVICE DELIVERY
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan
	1. Surat permohonan mengetahui Surat Keterangan Ahli Waris dari pemohon.
2. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani Kepala Desa/Lurah.
3. Fotokopi KTP seluruh ahli waris.
4. Fotokopi Kartu Keluarga pewaris dan ahli waris.
5. Fotokopi Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian pewaris.
6. Fotokopi buku nikah/akta perkawinan pewaris (apabila ada).
7. Fotokopi akta kelahiran ahli waris (apabila diperlukan).
8. Dokumen pendukung lain sesuai ketentuan yang berlaku.

	2
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan.
2. Petugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen.
3. Apabila berkas belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Petugas melakukan verifikasi administrasi.
5. Camat atau pejabat yang diberi kewenangan memberikan paraf dan tanda tangan sebagai tanda mengetahui.
6. Dokumen yang telah diketahui diserahkan kepada pemohon.

	3
	Jangka Waktu Penyelesaian
	Maksimal 30 (tiga puluh) menit sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

	4
	Biaya/Tarif
	Tidak dipungut biaya (Gratis).

	5
	Produk Pelayanan
	Surat Keterangan Ahli Waris yang telah diketahui oleh Camat.

	6
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	Langsung: Loket Pengaduan Kecamatan Nguntoronadi, Tidak langsung:
· Website Kecamatan Nguntoronadi,
· Email resmi Kecamatan;
· Kotak Pengaduan;
· Telepon Kecamatan
· Pengaduan diverifikasi dan ditindaklanjuti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima.



B. MANUFACTURING
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

	
	
	6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.
7. Keputusan Bupati Magetan tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang berlaku.

	2
	Sarana, Prasarana dan/atau
Fasilitas
	Komputer, printer, scanner, jaringan internet, meja pelayanan, ruang tunggu, AC, CCTV, papan informasi, ruang laktasi, toilet, fasilitas disabilitas,
tempat parkir, telepon, arsip, ATK.

	3
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memahami administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Memahami ketentuan mengenai administrasi kependudukan dan kewarisan sesuai kewenangan Kecamatan.
3. Mampu melakukan verifikasi dokumen administrasi.
4. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran.
5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
serta berintegritas.

	4
	Pengawasan Internal
	Dilaksanakan secara berjenjang oleh Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Seksi/Kepala Subbagian yang membidangi pelayanan umum melalui monitoring dan
evaluasi secara berkala.

	5
	Jumlah Pelaksana
	3(tiga) orang, terdiri atas:
· Petugas penerima berkas.
· Petugas verifikasi administrasi.
· Pejabat penandatangan.

	6
	Jaminan Pelayanan
	· Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan profesional.
· Bersikap ramah, sopan, santun dan tidak diskriminatif.
· Memberikan informasi yang benar, lengkap dan mudah dipahami.



	
	
	- Menjamin pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Kecamatan Nguntoronadi.

	7
	Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
	Keamanan dan kerahasiaan dokumen pemohon dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh proses pelayanan dilaksanakan
dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.

	8
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
2. Monitoring dan evaluasi oleh atasan langsung.
3. Evaluasi berdasarkan pengaduan masyarakat.
4. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan secara
berkala untuk peningkatan kualitas pelayanan.



PENGESAHAN ADMINISTRATIF SURAT PENGANTAR SKCK
A. SERVICE DELIVERY
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan
	1. Surat Pengantar SKCK dari Kepala Desa/Lurah.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
4. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai ketentuan.

	2
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon datang ke loket pelayanan Kecamatan dengan membawa persyaratan.
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas.
3. Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Berkas yang telah lengkap diverifikasi oleh petugas.
5. Camat atau pejabat yang diberi kewenangan memberikan pengesahan administratif (paraf dan tanda tangan).
6. Surat Pengantar SKCK yang telah disahkan diserahkan kepada pemohon untuk digunakan sebagai persyaratan
pengurusan SKCK pada Kepolisian.

	3
	Jangka Waktu Penyelesaian
	Maksimal 15 (lima belas) menit sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

	4
	Biaya/Tarif
	Tidak dipungut biaya (Gratis).

	5
	Produk Pelayanan
	Surat Pengantar SKCK yang telah memperoleh Pengesahan Administratif Camat.



	6
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	Langsung: Loket Pengaduan Kecamatan Nguntoronadi, Tidak langsung:
· Website Kecamatan Nguntoronadi,
· Email resmi Kecamatan;
· Kotak Pengaduan;
· Telepon Kecamatan
· Pengaduan diverifikasi dan ditindaklanjuti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima.



B. MANUFACTURING
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.
7. Keputusan Bupati Magetan tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang berlaku.

	2
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	Komputer, printer, scanner, jaringan internet, meja pelayanan, ruang tunggu, AC, CCTV, papan
informasi, ruang laktasi, toilet, fasilitas disabilitas, tempat parkir, telepon, arsip, ATK.

	3
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memahami ketentuan pelayanan administrasi pemerintahan.
2. Memahami tata naskah dinas dan administrasi pelayanan.
3. Mampu melakukan verifikasi administrasi dokumen.
4. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran.
5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik,
ramah, dan profesional.

	4
	Pengawasan Internal
	Dilaksanakan secara berjenjang oleh Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui monitoring dan evaluasi berkala.



	5
	Jumlah Pelaksana
	3(tiga) orang, terdiri atas:
· Petugas penerima berkas.
· Petugas verifikasi administrasi.
· Pejabat penandatangan.

	6
	Jaminan Pelayanan
	1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan profesional.
2. Bersikap ramah, sopan, santun dan tidak diskriminatif.
3. Memberikan informasi yang benar, lengkap dan mudah dipahami;
4. Menjamin pelayanan sesuai Standar
Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Kecamatan Nguntoronadi.

	7
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Kerahasiaan data dan dokumen pemohon dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna
layanan.

	8
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
2. Monitoring dan evaluasi oleh atasan langsung.
3. Evaluasi berdasarkan pengaduan masyarakat.
4. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan secara
berkala untuk peningkatan kualitas pelayanan.



PENGESAHAN ADMINISTRATIF SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
A. SERVICE DELIVERY
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan
	1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
2. Surat permohonan dari pemohon (apabila diperlukan).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
5. Dokumen pendukung sesuai tujuan penggunaan SKTM (misalnya untuk pendidikan, kesehatan,
bantuan sosial, atau keperluan lainnya apabila dipersyaratkan).

	2
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan Kecamatan.
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas.
3. Apabila persyaratan belum lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Petugas melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diajukan.



	
	
	5. Camat atau pejabat yang diberi kewenangan memberikan pengesahan administratif (paraf dan tanda tangan).
6. Dokumen yang telah disahkan diserahkan kepada pemohon.

	3
	Jangka Waktu
Penyelesaian
	Maksimal 15 (lima belas) menit sejak persyaratan
dinyatakan lengkap dan benar.

	4
	Biaya/Tarif
	Tidak dipungut biaya (Gratis).

	5
	Produk Pelayanan
	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah memperoleh Pengesahan Administratif Camat.

	6
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	Langsung: Loket Pengaduan Kecamatan Nguntoronadi, Tidak langsung:
· Website Kecamatan Nguntoronadi,
· Email resmi Kecamatan;
· Kotak Pengaduan;
· Telepon Kecamatan
· Pengaduan diverifikasi dan ditindaklanjuti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima.


B. MANUFACTURING
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.
7. Keputusan Bupati Magetan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
kepada Camat yang berlaku.

	2
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	Komputer, printer, scanner, jaringan internet, meja pelayanan, ruang tunggu, AC, CCTV, papan informasi, ruang laktasi, toilet, fasilitas disabilitas,
tempat parkir, telepon, arsip, ATK.



	3
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memahami ketentuan pelayanan administrasi pemerintahan.
2. Memahami tata naskah dinas dan administrasi pelayanan.
3. Mampu melakukan verifikasi administrasi dokumen.
4. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran.
5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ramah, dan profesional.

	4
	Pengawasan
Internal
	Dilaksanakan secara berjenjang oleh Camat,
Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui monitoring dan evaluasi berkala.

	5
	Jumlah Pelaksana
	3(tiga) orang, terdiri atas:
· Petugas penerima berkas.
· Petugas verifikasi administrasi.
· Pejabat penandatangan.

	6
	Jaminan Pelayanan
	1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan profesional.
2. Bersikap ramah, sopan, santun dan tidak diskriminatif.
3. Memberikan informasi yang benar, lengkap dan mudah dipahami.
4. Menjamin pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
Kecamatan Nguntoronadi.

	7
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Kerahasiaan data dan dokumen pemohon dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna
layanan.

	8
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
2. Monitoring dan evaluasi oleh atasan langsung.
3. Evaluasi berdasarkan pengaduan masyarakat.
4. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan secara
berkala untuk peningkatan kualitas pelayanan.



PENERBITAN REKOMENDASI ATAU SURAT PENGANTAR NUMPANG NIKAH SERTA DISPENSASI NIKAH
A. SERVICE DELIVERY
	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	Surat Pengantar/Rekomendasi Numpang Nikah
1. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah.
2. Fotokopi KTP calon mempelai.
3. Fotokopi Kartu Keluarga.
4. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan sesuai ketentuan KUA.
5. Dokumen administrasi lain sesuai ketentuan Kantor Urusan Agama (KUA).

Dispensasi Nikah
1. Salinan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sesuai kewenangan.
2. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah.
3. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga calon mempelai.
4. Dokumen administrasi pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

	2
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan.
2. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
3. Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Berkas yang telah lengkap diverifikasi oleh petugas.
5. Camat atau pejabat yang diberi kewenangan memberikan rekomendasi, surat pengantar, atau pengesahan administratif sesuai kewenangan.
6. Dokumen diserahkan kepada pemohon untuk dipergunakan pada instansi yang
berwenang.

	3
	Jangka Waktu Penyelesaian
	Maksimal 30 (tiga puluh) menit sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

	4
	Biaya/Tarif
	Tidak dipungut biaya (Gratis).

	5
	Produk Pelayanan
	· Surat Pengantar/Rekomendasi Numpang Nikah.
· Surat Rekomendasi atau Pengesahan
Administratif terkait Dispensasi Nikah sesuai kewenangan Camat.

	6
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	Langsung: Loket Pengaduan Kecamatan Nguntoronadi, Tidak langsung:
· Website Kecamatan Nguntoronadi,
· Email resmi Kecamatan;
· Kotak Pengaduan;
· Telepon Kecamatan
· Pengaduan diverifikasi dan ditindaklanjuti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima.



B. MANUFACTURING
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023.

	
	
	4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.
9. Keputusan Bupati Magetan tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang berlaku.

	2
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	Komputer, printer, scanner, jaringan internet, meja pelayanan, ruang tunggu, papan informasi, rak arsip, telepon, ATK, CCTV, APAR, toilet, tempat parkir, ruang
laktasi, akses bagi penyandang disabilitas, kotak pengaduan.

	3
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memahami ketentuan pelayanan administrasi pemerintahan.
2. Memahami tata naskah dinas dan administrasi pelayanan.
3. Mampu melakukan verifikasi administrasi dokumen.
4. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran.
5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ramah, dan profesional.

	4
	Pengawasan
Internal
	Dilaksanakan secara berjenjang oleh Camat,
Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui monitoring dan
evaluasi berkala.

	5
	Jumlah Pelaksana
	3(tiga) orang, terdiri atas:
· Petugas penerima berkas.
· Petugas verifikasi
administrasi. Pejabat penandatangan.



	6
	Jaminan Pelayanan
	1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan profesional.
2. Bersikap ramah, sopan, santun dan tidak diskriminatif.
3. Memberikan informasi yang benar, lengkap dan mudah dipahami.
4. Menjamin pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
Kecamatan Nguntoronadi.

	7
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Kerahasiaan data dan dokumen pemohon dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna layanan.

	8
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
2. Monitoring dan evaluasi oleh atasan langsung.
3. Evaluasi berdasarkan pengaduan masyarakat.
4. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan secara berkala untuk peningkatan kualitas
pelayanan.


PELAYANAN REKOMENDASI PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DAN PELAYANAN TERKAIT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
A. SERVICE DELIVERY
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan
	1. Surat permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada Camat Nguntoronadi.
2. Proposal bantuan sosial atau proposal kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah.
4. Fotokopi KTP pemohon atau penanggung jawab kegiatan.
5. Fotokopi SK kepengurusan organisasi/kelompok (apabila diajukan oleh organisasi, kelompok masyarakat, atau lembaga).
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau rincian kebutuhan anggaran.
7. Dokumen pendukung lainnya sesuai jenis bantuan atau program pemberdayaan masyarakat.



	2
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan.
2. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
3. Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Berkas yang lengkap diteruskan kepada pejabat teknis untuk dilakukan verifikasi dan telaah administrasi.
5. Camat atau pejabat yang diberi kewenangan memberikan rekomendasi apabila persyaratan telah memenuhi ketentuan.
6. Surat rekomendasi diserahkan kepada pemohon.

	3
	Jangka Waktu Penyelesaian
	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

	4
	Biaya/Tarif
	Tidak dipungut biaya (Gratis).

	5
	Produk Pelayanan
	Surat Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial atau Surat Rekomendasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

	6
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	Langsung: Loket Pengaduan Kecamatan Nguntoronadi, Tidak langsung:
· Website Kecamatan Nguntoronadi,
· Email resmi Kecamatan;
· Kotak Pengaduan;
· Telepon Kecamatan
· Pengaduan diverifikasi dan ditindaklanjuti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima.


B. MANUFACTURING
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.



	
	
	6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.
8. Ketentuan mengenai hibah, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berlaku di Kabupaten Magetan.

	2
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	Komputer, printer, scanner, jaringan internet, meja pelayanan, ruang tunggu, papan informasi, rak arsip, telepon, alat tulis kantor, CCTV, APAR, toilet, tempat
parkir, ruang laktasi, fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan kotak pengaduan.

	3
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memahami ketentuan pelayanan administrasi pemerintahan.
2. Memahami tata naskah dinas dan administrasi pelayanan.
3. Mampu melakukan verifikasi administrasi dokumen.
4. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran.
Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ramah, dan profesional.

	4
	Pengawasan Internal
	Dilaksanakan secara berjenjang oleh Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui monitoring dan
evaluasi berkala.

	5
	Jumlah Pelaksana
	3(tiga) orang, terdiri atas:
· Petugas penerima berkas.
· Petugas verifikasi
administrasi. Pejabat penandatangan.

	6
	Jaminan Pelayanan
	1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan profesional.
2. Bersikap ramah, sopan, santun dan tidak diskriminatif.
3. Memberikan informasi yang benar, lengkap dan mudah dipahami.
4. Menjamin pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Kecamatan Nguntoronadi.

	7
	Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
	Kerahasiaan data dan dokumen pemohon dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan dilaksanakan dengan memperhatikan
keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna layanan.



	8
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
2. Monitoring dan evaluasi oleh atasan langsung.
3. Evaluasi berdasarkan pengaduan masyarakat.
4. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan secara berkala untuk peningkatan kualitas
pelayanan.
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